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MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(0.8 Al-Bagarah, 2; 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94, 5-6)

PERSEMBAHAN
Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi ini
dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat ku
sayangi :

Orang tua tercinta
Terimakasih banyak saya ucapkan kepada ayah dan ibu saya Mahran
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ini, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak kecil.
Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, serta dukungan yang telah
diberikan. Doa dan ridhomu selalu saya harapkan. Semoga almarhum ayah
dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di surgaNya, dan semoga ibu panjang
umur dalam keberkahan, sehat selalu serta mendapat lindunganNya.

Kakak-kakakku tersayang
Saya Ucapkan terimakasih kepada kakak-kakak saya tersayang Nor Halidah,
Serpiah, dan Samsul Anwar, atas doa, dorongan, nasehat, serta motivasi dan
semangatnya selama ini. Semoga kalian panjang umur, sehat, bahagia,
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waktunya.
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RINGKASAN

Nur Aida, 20 November 2023. KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG ITE. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Prof.
Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam penegakan hukum terkait penyebaran
berita bohong adalah peran Saksi Pelapor. Saksi Pelapor memiliki kedudukan
penting dalam membantu proses penyelidikan dan penegakan hukum tindak pidana
penyebaran berita bohong berdasarkan Undang-Undang ITE. Mereka dapat
memberikan  bukti, informasi, dan kesaksian yang diperlukan untuk
mengidentifikasi dan menindak para pelaku penyebaran berita bohong. Mengingat
pentingnya saksi dalam proses peradilan pidana bisa dilihat dari ketentuan pasal
184 Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). Pasal 184
menempatkan keterangan saksi sebagai yang awal diatas keterangan ahli, bukti
surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan pasal 184
KUHAP maka peranan saksi memang sangat penting. Namun mengenai kedudukan
Saksi Pelapor belum diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang ITE. Adanya kekaburan hukum yang dimuat dalam Pasal 43 ayat (5) huruf
b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi
“memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang
Teknologi Informasi dan Elektronik”. Dalam Pasal tersebut tidak ada keterangan
yang spesifik mengenai kewajiban seorang Saksi Pelapor dalam perkara tindak
pidana ITE.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah keterangan Saksi
Pelapor mutlak diperlukan dalam penyidikan tindak pidana ITE dan untuk
mengetahui akibat ketidak hadiran Saksi Pelapor dalam persidangan tindak pidana
ITE jika dikaitkan dengan permohonan peninjauan kembali.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Keterangan Saksi Pelapor mutlak diperlukan dalam penyidikan tindak
pidana ITE, karena karakteristik tindak pidana ITE memerlukan alat bukti
yang sumbernya dari korban. Saksi Pelapor dalam tindak pidana ITE
merupakan individu yang menjadi saksi atau korban dari tindakan ilegal
yang terjadi di dunia maya atau lingkungan digital, dan mereka memberikan
keterangan atau informasi kepada penyidik atau penegak hukum mengenai
tindakan ilegal tersebut. Penggunaan keterangan Saksi Pelapor dapat
memperkuat bukti dan mempercepat proses penyidikan.
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2. Persidangan perkara tindak pidana ITE tanpa kehadiran Saksi Pelapor dapat
dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali jika hakim tidak
memanggil paksa Saksi Pelapor dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 263
ayat (2) huruf ¢ KUHAP permintaan peninjauan kembali dilakukan atas
dasar adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena hakim
tidak melakukan pemanggilan secara paksa kepada Saksi Pelapor tapi justru
melanjutkan persidangan hingga putusan pemidanaan, karena hakim
memiliki wewenang memanggil saksi secara paksa berdasarkan Pasal 159
ayat (2) KUHAP.



Nur Aida, 20 November 2023. KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG ITE. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Prof.
Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah keterangan Saksi
Pelapor mutlak diperlukan dalam penyidikan tindak pidana ITE dan untuk
mengetahui akibat ketidak hadiran Saksi Pelapor dalam persidangan tindak pidana
ITE jika dikaitkan dengan permohonan peninjauan kembali. Penelitian ini
merupakan penelitian kekaburan norma terkait dengan kedudukan Saksi Pelapor
dalam tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan Undang-Undang ITE.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Keterangan
Saksi Pelapor mutlak diperlukan dalam penyidikan tindak pidana ITE, karena
karakteristik tindak pidana ITE memerlukan alat bukti yang sumbernya dari
korban.Saksi Pelapor dalam tindak pidana ITE merupakan individu yang menjadi
saksi atau korban dari tindakan ilegal yang terjadi di dunia maya atau lingkungan
digital, dan mereka memberikan keterangan atau informasi kepada penyidik atau
penegak hukum mengenai tindakan ilegal tersebut. Penggunaan keterangan Saksi
Pelapor dapat memperkuat bukti dan mempercepat proses penyidikan. Kedua,
Persidangan perkara tindak pidana ITE tanpa kehadiran Saksi Pelapor dapat
dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali jika hakim tidak
memanggil paksa Saksi Pelapor dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2)
huruf ¢ KUHAP permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar adanya
kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena hakim tidak melakukan
pemanggilan secara paksa kepada Saksi Pelapor tapi justru melanjutkan
persidangan hingga putusan pemidanaan, karena hakim memiliki wewenang
memanggil saksi secara paksa berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Kata Kunci (keyword): Saksi Pelapor, berita bohong, Undang-Undang ITE
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